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Majukan Industri AMDK

Legislator: Permudah Pengurusan Sertifikat

ANGGOTA Komisi VII DPR
Nila Yani Hardiyant menyoroti
persoalan industri Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK) ying
ticak hartya soal kepatuan terha-
dlap standar mutu produk. Isu ini
juga berkaitan dengan keadilan
kebijakan, keberlanjutan ling-
kungan. serta perlindungan bagi
industri kecil.

Nila menjelaskan, pengelolaan
sumnber air yang idak berkelanju-
Lan, pengguraan kemasan plastik
tidak terkontrol, serta lemahnya
pengawasan distrbust berpotensi
menimbulkan ristko ekelogis dan
ancaman kesehalan masyarakat.
Risiko ini juga bertambah dengen
menjamurnya industri AMDK
skala kecil di daerah.

Perusahaan AMDK, sambung
Nila, perlu secara transparan dan
terukur memberikan responsi-
ilitas pada bidang sosial dan
lingkungan. Pasalnya, industr ini
memberikan dampek masif aki-
Fiat eksploitasi air lanal: yang bisa
memicu kekeringan dan krisis
air bersih. “Harus ada kepatuhan
dan prinsip keberlanjutan secara
konkret dari perusahaan AMDK
pada isu lingkungan,” ucapnya.

Nila mengungkap, industri

keeil schenarnya ingin mema-
luhi aluran, namun suring ler-
hambat oleh biaya sertifikasi,
keterbatasan akses laboratorium,
dan SDM. Regulasi yang terlalu
ketat justru memberi keunlungan
Digi perusahiaan besar, sementara
usaha kecil kesulitan memenubi
standar lingkungan dankeberlan-
jutan yang sama,

Dalam kondisi ini, kata Nila,
ada tiga isn krusial yang perlu
jadi perhatian Pemerintzh. Per-
{ama, desain kejakan sertifikast

hiarus mempertimbangkan skala.

usaha agar tidak membebani
industri keeil. Kedug, penerapan
kebijakan lingkungan, termasuk
penggunaan kemasan ramah
lingkungan, harus dilakukan
biertahiap dan realistis.

“Kita tidak bisa memaksakan
standar lingkungan kelas global,
sementara baban baku, teknolog,
dan ckosistem fndustrinya belum
lerselia secara merata di dalam
negeri (erutama i daerah,” -
lurmya.

Ketiga, negara diminta hadir
tidak hanya dalam hal adminis-
tratif, Lapi juga mendampingi
secard teknis dan memfastli-
tasi akses agar industri kecil
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Nila Yani Hardiyanti
beckembang. Di sind. keberpi-
hakan Pemerintah diuji, apakah
kebijakan yang dibual benar-
benar melindungi lingkungan
dan konsumen, sckaligus me-
mastikan usaha rakyat tetap
hidup dan bertumbuh

Dia menegaskan, keberhasilan
kebijakan AMDK harus diukur
dari pertumbuban industri kecil
yang berkelanjutan, kelestarian
lingkunigan, serta akses masyarakal
terbiadap air ninum yang amn dan
terjangkau. Industri bolch maju,
regulast harus kuat, tapi keadilan
dan keberpihakan kepada usaha
rakya ek boleh dikorbankan,

Sejalan dengan itu, anggota
Kormisi VII DPR Erna Sari Dewi
mengingatkan agar Pemerintal
konsisten dalam penerapan regu-
lasi. Perubiabzn yang terlalu sering
Derpotenst menimbulkan ketidak-
pastien bagi pelaku usaha dan bisa
menghambat iklim investasi serta
pertumbuhan industri AMDK
yang bersifat jangka panjang.

“Regulasi ita penting, baik un-
(uk-konsumen maupun pelaku.
Tapi, kalau Standar Nasional

| Indonesia (SNI) sering berubah

F

hanya dalam hitungan dua atau
tiga tabun, justru timbul ketida-
kpastian,” ujar Erna.

Dia mencatat, SNI AMDK
mengalami beberapa kali pe-
rubiahan dalam Koron waklu
relatif singkat, mulat dari tahun
2012, 2016, 2019, hingga 2024,
Kondisi itu tidak sejalan dengan
karakter industri AMDK yang
memerlukan perencanaan dan
investasi jangka panjang hingga
15-20 tahun ke depan.

“Industri AMDK ini bukan
industri jangka pendek. Negara
hiarus hadlir memberikan kepas-
tian hukum, bukan justru mem-
buat aturan yang terus berubah,”
legasnya.

Seiring dengan konsistensi
repulasi, Ema juga mendorong
pentingnya kemudahan dalam
proses pengurusan SNI. Pasal-
nya, selama ini ada banyak ke-
Tuhan dari pelaku industri terkait
biaya pengurusan yang mahal,
prosedur yang berbelit, serta
waklu pengajuan yang dapat
memakan wakt bertahun-tahun,

“Birokrasinya panjang, pada-
hal negara juga berkepenting-
an memastikan mutu produk
yang dikonsumsi masyarakal,
ungkap legislator Fraksi Partai
NasDem itu.

Kendati demikian, kemudah-
an berusaha tidak boleh mengor-
bankan kualitas dan standar
mufu. Untuk hal ini, Pemerintah
bisa merancang mekanisme pe-
ngawasan dan serlifikasi yang
lebih efisien, transparan, dan
berpihiak pada pengembangan
industri nasional.

“Kita mau industri wmbuh,
masyarakal lerlindungi, dan
negara tetap menfalankan tang-
sung jawab. Karena itu, ke
epan regulasi harus dirancang
lebih matang, jangka panjing,
dan tidak berubah-ubah,” tan-
dasnya. mpve
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